
 
 
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
NOMOR  10  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 
9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 

KABUPATEN MUKOMUKO   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat dan dalam rangka meningkatkan fungsi serta 
efektifitas organisasi dinas daerah, diperlukan adanya 
penyesuaian dan penyelarasan; 

 

b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu dilakukan 
penyempurnaan; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Mukomuko;    

 
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266); 

        

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

PETIKAN 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Nnegara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149); 

       
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 
 

dan 
 

BUPATI MUKOMUKO 
 

 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 
9 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO. 

 
 
 
 



 
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149) diubah sebagai 
berikut : 
 
1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan diantara Angka 5) dan Angka 6) disisipkan 

Angka 5a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 

PASAL 5 
 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 
1) Kepala Dinas 

 

2) Sekretaris 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian kepegawaian 
c. Sub Bagian Bina Program 

 

3) Bidang Keuangan 
a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan 
b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi 

                 

4) Bidang Pendidikan Dasar 
a. Seksi Sekolah Dasar 
b. Seksi Sekolah Menengah Pertama 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 

 

5) Bidang Pendidikan Menengah 
a. Seksi Sekolah Menengah Atas 
b. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan 
c. Seksi Sarana dan Prasarana 

 

5a) Bidang Kebudayaan 
a. Seksi Pelestarian Nilai Sejarah, Inventarisasi dan Publikasi Sumber-

sumber Sejarah 
b. Seksi Pembinaan Lembaga Adat dan Apresiasi Seni Budaya 
c. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya 

 

6) Bidang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal 
a. Seksi Pembinaan Program Pendidikan Non Formal dan Informal 
b. Seksi Pembinaan Ketenagaan dan Warga Belajar 
c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal 

 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 
 

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
 
 
 
 
 
 
 



2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 
 

PASAL 9 
 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 
1) Kepala Dinas 

 

2) Sekretaris 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian kepegawaian 
c. Sub Bagian Bina Program 

 

3) Bidang Keuangan 
a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan 
b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi 

                 

4) Bidang Perhubungan Darat   
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Darat 
b. Seksi Prasarana Angkutan Darat 
c. Seksi Keselamatan dan Pengendalian Operasional 

 

5) Bidang Perhubungan Laut dan Udara 
a. Seksi Perhubungan Laut  
b. Seksi Perhubungan Udara 
c. Seksi Pengendalian, Pengawasan Perhubungan Laut dan Udara 

 

6) Bidang Komunikasi dan Informatika 
a. Seksi POS dan Telekomunikasi  
b. Seksi Komunikasi dan Informatika 
c. Seksi Sarana Komunikasi Diseminasi Informasi. 

 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 
 

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
 

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 
 

PASAL 14 
 
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
 
1) Kepala Dinas 

 

2) Sekretaris 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian kepegawaian 
c. Sub Bagian Bina Program 

 

3) Bidang Keuangan 
a. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan 
b. Seksi Pembukuan dan Verifikasi 

                 

4) Bidang Kepemudaan 
a. Seksi Pemberdayaan, Pramuka dan Kepemimpinan Pemuda 
b. Seksi Pembinaan Lembaga Organisasi Kepemudaan 



c. Seksi Produktivitas Kepemudaan 
 

5) Bidang Olah Raga 
a. Seksi Sarana dan Prasarana 
b. Seksi Pengembangan Kapasitas Olah Raga Usia Dini 
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olah Raga 
 

6) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
a. Seksi Pengembangan Obyek Wisata  
b. Seksi Promosi Wisata 
c. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

 

7) Kelompok Jabatan Fungsional 
 

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
 

4. Lampiran I Angka I, Lampiran I Angka V dan Lampiran I Angka X diubah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini. 

 
5. Lampiran II. 1, Lampiran II. 5 dan Lampiran II. 10 diubah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 
 
 

Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko  
 

 
        Ditetapkan di Mukomuko 

                   Pada Tanggal 19 Juli 2012                        
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 

                   ttd 
 
 

ICHWAN YUNUS 
 

Diundangkan di Mukomuko   
Pada Tanggal 19 Juli  2012   
 

SEKRETARIS DAERAH  KABUPATEN MUKOMUKO, 
                         
                          ttd 
 

     BM. HAFRIZAL, SH 
     Pembina Utama Muda IV/c  
     NIP.196704011992031012  
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 10 
 
 



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ITIIUKOMUKO
NOMOR l0 TAHUN 2012
TANGGAL lq)Uli 2012

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

I. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A. KEDUDUKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah
sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh
seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan
asas otonomi dan tugas npembantuan.

2, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas,
Dinas Pendidikan dan kebudayaan meyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya,
b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuaidengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

V. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A- KEDUDUKAN

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan organisasi
perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonsmi daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika bertugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika berdasarkan asas otonomidan tugas pembantuan. A
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika meyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
b, Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuaidengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuaidengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

X. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

A. KEDUDUKAN

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan organisasi perangkat
daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dipimpin
oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS FUNGSI DAN POKOK

1. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf b poin 1 di atas,
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata meyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
b. Penyelenggaraan Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup

tugasnya;
e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.
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. 
STRUKTURORGANISASI

DINAS PET{DIDIKAT{ DAN KEIUDAYAAN a
i

tAilPIRAN II.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR l0 TAHUN 2012
TANGGAL \9 )Uti 2oL2

KEPALA DINAS

KELOI,IPOK

'ABATAItIFUNGSIONAL

BIDANG
PENDIDIKAN FORmAL' NOill

FORTTIAL DAN INFORMALBIDANG KEBUDAYAANBIDANG PENDIDIKAN
DASAR

BIDANG PENDIDIKAil
MEI{ENGA}I

SEKSI

ANGGAMN DAN

PERBENDAHAMAN

SEKSI

Pembinaan Leilnbaga Adat

dan Aomsiasi Seni BudaYa

SEKSI

PEMBUKUAN DAN'VERIFIKASI

I

BIDANG
KEUANGATI

: GARI$ PEMBINMN

: GARIS KOORIXIIASI

KETEMNGAN I

EUPATI

AN YUT{US



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH MGA DAN PARIWISATA

a
i

LAMPIRAN II.TO: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR lO TAHUN 2012
TANGGAL lQ fUti 2oL2

KEPALA DINAS

KETOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PARIWISATA DAN EKONOMI

KREATIF

BIDANG

OLAH RAGA

BIDANG

KEPEMUDAAN

$EKSI PENGEM&\NGAN :OBYEK

WISATA

SEKSI

SAMNA DAN PRASARANA
SEKSI

PEMBERDAYMN, PMMUKA DAN

KEPEMIMPINAN PEMUDA

SEKSI

ANGGARAN DAN PERBENDEHARMN

SEKSI PROMOSI WI$ATA
JEADI

PENGEMBANGAN MPASITAS OLAH

RAGA USIA DINI

SEKSI

PEMBINAAN LEMBAGA ORGANISASI

KEPEMUDMN

SEKSI

PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI

SEKSI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

PRESTASI OLAH RAGA

SEKSI

PRODUKTMTAS KEPEMUDMN

BIDA?{G
KEUANGAN

BUPATI vKo'i44/v/

SEKSI PEMBINAAN USAHA PARIWISATA

DAN EKONOMI KREATIF

: GARI$KOORDINASI



LAMPIRAN II"5 I PERATURAT{ DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR lq TAHUI{ 2012

STRUKTUR ORGANISASI
DIilAS PERDIUBUNGAI{, KOtrtUt{IKASI

DAN I]{FORMATIKA

)t
: GARI$ PElttsll{AAl{

; GARIS KOORIilllASl

TANGGAL g ruri
2012

S['BBAG
BINAPROGRAITI

KEPAIA DINAS

KELOMPOK
JABATAI{

FUNGSIOTIAT

BIDANG
KOMUTIIKASI DAN IN FCrRlrlAtIKA

BIDAI{G
PERHUBUilGATI TIUT DAN

UDARA

8IDAilG
PERHUBUI{GAI{ DARAT

SEKSI

ANGGARAN DAN
IPERBENDAHARAAN

SEKSI

POS DAN TELEKOMUNIKASI
SEKSI

PERHUEUNGAN LATJT

SEKSI

MANAJEMEN LALU LTNTAS DAN

ANGKU]TAN DARAT

SEKSI

PEMBUKUAN DAN VERIFIMSI

SEKSI

KOMUNIIGSI DAN INFORMATIKASEKSI
PERHUBUNGAN UDARA

SEKSI

PRASAMNA ANGKUTAN DAMT

SFKSI

SARANA KOMUNKq$ DISEMINA$I

INFOR[4ASI

SEKSI
PENGENDALIAN,PENGAWASAN

PERHUBUNGAN LAUT DAN

UDAM

SEKSI
KESELAMATAN DAN

PENGENDALIAN OPERASIONAL

BUPATI oMuKo,

CHWAN YUf{US

KETERAilGAN;


